DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Alamsah, Nandang. et. all, Teori & Praktek Kewenangan Pemerintahan,
Unpad Press, Bandung, 2017.

Anom Surya Putra, Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa,
Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi
Republik Indonesia, Jakarta Pusat, 2015.

Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem
Pembangunan (PKDSP), Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Jakarta, 2007.

Didik Sukrion, Pembharuan Hukum Pemerintah Desa, Setara Press, Malang,
2010.

HAW Widjaja, Otonomi Daerah Dan Daerah Otonomi, Ed. 1. Cet. 2, Raja
Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

HR, Ridwan. Hukum Administrasi Negara. PT. Raja Grafindo Persada.
Jakarta, 2013.

Herry Kamaroesid, Tata Cara Pendirian Dan Pengelolaan Dadan Usaha Milik
Desa, Edisi Pertama, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2016.

Hidjaz, Kamal. Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem
Pemerintahan Daerah Di Indonesia, Pustaka Refleksi, Makasar, 2010.

Indrati, Maria Farida. Ilmu Perundang-Undang, Jenis, Fungsi, dan Materi
Muatan, Kanasius, Yogyakarta, 2007.

Indroharto, Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha
Negara. Pustaka Harapan, Jakarta, 1993.

Jamaludin, Adon Nasrullah. Sosiologi Perdesaan, Pustaka Setia, Surakarta,
2015.

M. Laica Marzuki, Berjalan-jalan di Ranah Hukum, Buku Kesatu, Edisi Revisi
Cetakan Kedua, Sekertariat Jendral & Kepanitraan Mahkamah Konstitusi
RI, Jakarta, 2016.

Manan, Bagir. Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka
Otonomi Daerah. Fakultas Hukum Unpad, Bandung, 2000.


https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/pencarian-sederhana?action=pencarianSederhana&ruas=Pengarang&bahan=Semua%20Jenis%20Bahan&katakunci=Widjaja%2C%20HAW

Mashuri Mashab, Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia, PolGov,
Yogyakarta, 2013.

Marzuki, Peter Mahmud Pengantar IlImu Hukum, Edisi Revisi, Kencana,
Jakarta, 2016.

Nasution, Bahder Johan. Metode Penelitian Ilmu Hukum, Cv. Mandar Maju,
Bandung, 2008.

Nazafarin, Sajida. Kupas Tuntas Badan Usaha Milik Desa, Cet.1, Pixelindo,
Jogjakarta, 2020.

Nurmayani. Hukum Administrasi Daerah, Universitas Lampung, Bandar
Lampung, 2009.

Raharjo, Satjipto. Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.

Rochmat Soemitro, Peraturan Perundang-Undangan tentang Pemerintahan
Daerah Dari Tahun 1945 s/d 1983, Eresco-Tarate, Jakarta-Bandung, 1983.

Suhartono et. all, Parlemen Desa (Dinamika DPR Kalurahan Dan DPRK
Gotong-royong), Cetakan Pertama, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta,
2000.

Suharto, Didik G. Membangun Kemandirian Desa: Perbandingan UU No.
5/1979, UU No. 22/1999, dan UU No. 32/2004 Serta Perspektip UU No.
6/2014, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2016.

Suryadi, Bambang. Memahami Peraturan Pemerintah tentang Desa, Cetakan
Pertama, Bandar Lampung, Sai Wawai, 2016.

Syaukani, et. all, Otonomi Dalam Kesatuan, Yogya Pustaka, Yogyakarta, 2004.
The Liang Gie, Kumpulan Pembahasan terhadap Undang-Undang Tentang
Pokok-Pokok pemerintahan Daerah Indonesia, Edisi Kedua, Cetakan

Kedua, Supersukses, Yogyakarta, 1982.

Widjaja, HAW. Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli Bulat dan Utuh,
Rajawali Pers, Jakarta, 2008.

. Jurnal

Amin, MN. Deshaini, L. “Analisis Hukum Terhadap Penggeledahan Tanpa lIzin
Menurut Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana”, Jurnal llmu
Hukum. 2022.

Asmaida dan Zarkasih. “Pendapatan Usahatani Nanas (Ananas Comosus L.) Di



Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi.”
Jurnal MeA (Media Agribisnis) Vol. 3, No. 1 (2018).
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33087/mea.v3il1.28.

Heryanto, et. all. “Implikasi Pemberlakuan Pasal 117 Undang-Undang Nomor
21 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa Terhadap Struktur Dan
Produktivitas Badan Usaha Milik Desa”, JUSTITIA: Jurnal llmu Hukum
Dan Humaniora, Vol. 3, No. 2, 2019.

Pakaya, Jefri S. “Pemberian Kewenangan Pada Desa Dalam Konteks Otonimi
Daerah,” Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13, No. 01 (2016).

Purnamasari Hanny. Eka Yulyana dan Rachmat Ramdani. “Efektivitas
pengelolaan BUMDes berbasis Ekonomi Kerakyatan di Desa Warung
Bambu Kecamatan Timur Kabupaten Karawang”, Jurnal Politikom
Indonesiana, Vol 1 dan 2 Desember 2016.

Triyanto, Deni. “Analisis Kinerja Pendamping Desa Dalam Upaya Membangun
Kemandirian Desa (Studi Di Desa Taba Jambu Kecamatan Pondok
Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah),” Jurnal Penelitian Sosial Dan
Politik, Vol 7, No. 2, (2018).
https://doi.org/https://doi.org/10.32663/jpsp.v7i2.669.

Yarni, M. Bafadhal, F. Arfa, N. “Penyuluhan Hukum Tentang Urgensi Peraturan
Desa Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa, Jurnal Karya Abadi
Masyarakat, VVol. 5, No 3, (2021).

Yunani Hasjimzoem, “Dinamika Hukum Pemerinthn Desa”, Fiat Justisia
Jurnal  llmu  Hukum. Volume 8 No, 3, 2015, him. 463.
https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/ fiat/ article/ view/312.

Zarkasi, A. “Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan
Perundang- Undangan”, Jurnal limu Hukum, 2010.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587.

-------------------------- , Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495.

-------------------------- , Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang
Badan Usaha Milik Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 21. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor


http://dx.doi.org/10.33087/mea.v3i1.28
https://doi.org/https:/doi.org/10.32663/jpsp.v7i2.669
https://jurnal.fh.unila.ac.id/

------------------------- , Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72
Tahun 2005 Tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 158. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4587.

------------------------ , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010
Tentang Badan Usaha Milik Desa. Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 316.

------------------------- , Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian,
Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296.

D. Website

https://id.wikipedia.org/wiki/Tangkit_Baru, Sungai_Gelam,_Muaro_Jambi.


https://id.wikipedia.org/wiki/Tangkit_Baru%2C_Sungai_Gelam%2C_Muaro_Jambi

